





Berawal darl konsepsl wllayah negara berdasarkan keten-
tuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wllayah 
Negara bagl negara kepulauan Indonesia memberikan ke-
daulatan dan hak berdaulat darl suatu wllayah negara. Kepen-
tlngan negara akan wllayahnya perlu mendapatkan pema-
haman utuh dalam rangka untuk mewujudkan negara dalam 
penguasaan atas sumber kekayaan laut dl laut wllayahnya 
melalul penegasan pengaturan wilayah laut. 
Artl pentlng pengaturan wllayah laut tldak hanya mem-
berlkan kepastlan hukum atas ruang llngkup kewenangannya 
namun juga hak apa yang melekati sekallgus kewajlban 
yang berlaku pada wllayah tersebut. Pengaturan wllayah 
laut dlbedakan atas wllayah laut sebagai wllayah peralran 
yang tunduk dl bawah kedaulatan negara, dan yurlsdlksl atas 
wllayah laut yang terlekati hak berdaulat dalam batas-ba-
tas tertentu atas kewenangan hak ekonomlsnya, serta wlla-
yah yang tldak berada dl bawah kedaulatan maupun hak 
berdaulat negara manapun. 
Buku lnl dlpersembahkan bagl mahasiswa Fakultas 
Hukum dan pemerhatl masalah-masalah laut wllayah yang 
memerlukan ketegasan dalam penentuan batas-batasnya. 
Penulls menyadarl maslh banyak kupasan-kupasan uralan 
untuk dljabarkan sebagal tataran pemahaman yang sama 
sebagal warga negara khususnya berkaltan dengan penegak-
kan hukum maupun pengelolaan wllayahnya, sehlngga 
dapat penulls harapkan masukan yang bermanfaat untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan lain di wilayah laut 
II 
Semoga buku ini dapat membantu untuk menjawab 
kajian wllayah laut dengan kedaulatan dan yurisdiksinya 
dalam konsep negara kesatuan dan negara kepulauyan 
Republlk lnonesia. 
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